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BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BJ,lPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 13 TAHUN 2012 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGA J RAHMAT TUHA.T\J YANG Iv" AHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 2 Per tu n 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2011 en tang Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Tasikmal ya, 
dipandang perlu menetapkan Peraturan 8t: pa ti 
Tasikmalaya tentang Rincian Tugas Uni t di 
Lingkungan Badan Penanggulangan Be cana 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ten tang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik In donesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negar a Republik 
Indonesia Nomor 3041), sebagaim.ana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 ten tang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 8 Tahu 1974 ten tang Pokok­
Pokok Kep gawaian (Lembaran Negara 

epublik n donesia Ta u 1999 Nom r 169, 
Tambahan Lembaran Negara epublik 
Indo esia Nomor 3890). 

2. Undang-Unda g Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik In donesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
I donesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
b berapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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30 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ten tang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'lomor 4 2 ); 
Undang- n dang No 0 12 Tah n 2 11 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- dangan 
( emb n Ne a ra Republik In nesia 
Tahun 2 1 r . r ( , ' am ahan L mb an 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

60 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1 88 
n tang Koo d i asi Kegiatan Instansi Vertikal i 

Daerah; 
70 Peraturan Perneri ah Nomor 16 Tahun 1994 

tentang Ja atan Fungsion Pegawai Nege 0 

Sipil (Lembar n Negara Republik IndO! es ia 
Tahun 1994 ornor 22, Tambahan Lernbar n 
Negar Republik In donesia Nom or 3 547); 

8. Per t ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 20 7 
ten ang Pem ba 0 1 Urusan P rinta an 
antara 'ner Ontah , e erO n .ahan D erah 
Pr vinsi d' n aha 
K P' n/Kota 
Indonesia Tahun 0 r 8 2 , a an 
Lemba r egara Republik Ind n esia 
Nomor 4737); 

9 0 Pem erintah No or 100 r a hun 2 00 
e awai N geri ipil 

ktural (Le bar N egara 
ia Tahun 2 000 N m or 197, 

Le baran Negara R publik 
ndonesia om or 4018) , se agaimana telah 

dOu h en an Peratu a n Pemerintah 
N r 13 a -lun 2000 ten ta ng Pe bahan Atas 
P raturan Pen eri a h omo 100 Tahun 2000 
tel tang g atan Pe awai Negeri Sipil 

am Jabatan trukt al (Lembaran Negara 
Repub i' In ones oa Tahun 2002 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No or 4194); 

100 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 
ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

12. Peraturan Pemerintab Nomor 22 Tabun 2008 
ten tang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

13. eraturan residen epublik Indonesia 
Nomo 8 Tahun 2 08 n ang Bad n Nasional 
Penanggulangan Bencana; 

4. Keput s n Presiden Rep blik In neSla 
ornor 7 Ta n 19 _ 9 t n tang urn un 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 

Tabun 2007 e tang Petunjuk Teknis Penataa 
Organisas · Per ngkat Daerah; 

16. Peraturan enter· Dalam Negeri Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Pedom an Organisasi d 
Tata Kerja B' dan Penanggulangan Benca . a 
Daerab; 

17. Perat ran Menteri Dalam Negeri Nomor ~3 

Tah n 201 1 te ta ng Pembentukan Prod k 
H urn ae a ; 

8 . eraturan ( epala Bad n 
Pe ang langan BencaJ a 1 Tomor 3 Ta 
te .. .ta g Pedom n em bent 
Penanggula 19 Bencana D e a ; 

19 . er t ran Daerah Kab paten Ta ikmalaya 
N mor 8 T hun 20 8 tent Uru<:!an 

e _ int h 11. Da erah Kabu paten T s ikm laya; 
20. e a uran I r erah T a u paten Ta si' laya 

No 0 15 'a h 1 . 011 te ta B dan 
Penang e cana D erah a b aten 
Tasikma 

MEMU U KAN : 

1A IK ALA A TENTANG 
T D LIN KUNGAN BADAN 

E CANA DAERAH 
ALAYA 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikrnalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikrnalaya. 
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya 

disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Ta sikmalaya. 

4. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana 
Daera Ka bupaten Tasikmalaya. 

5. Un i adalah Un it Ker'a y ng tergamb a dalarn Struktur 
Organisasi Ba an Pen a ggulangar Benca Da erah Kabup en 
T sikmalaya. 

6. Kelornpok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang 
didasarkan pada kea hlian da n atau keterampilan yang tidak 
tercanturn dalam struktur organisasi BPBD narnun sangat 

iperl kan dalam rnelaksanaka seba ian tugas pokok BPBD. 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 

DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN 
BADAN PENANG ULANGAN BENCANA DAE 

KA PA N T SI AL YA 

Bagi n Per t rna 
u su n Org n lsaSl 

P 

Sus n rga i 'i P 
(2) P ra turan Daerah K b paten a 
ten tang Badan Penanggu anga n 
Tasik a aya , terdir i dari : 

Pa s 14 ayat 
Tahu 2011 

aer Kabu aten 

a. Kepa la Pe ak a n ; 
b. Sekr ta riat U sur elaksana, ernbawahka 

1. Sub Ba 'a r g am; 
2. Sub Ba gian K ua gan; 
3. Sub Bagian Urnu dan Kep g waian. 

c. Bidang Pencega an d Kesiapsiagaan, ernbawahkan: 
1. Seksi Pencegahan; 
2. Seksi Kesiapsiagaan. 

d. Bidang Kedaruratan dan Logist ik) rnernbawahkan : 
1. Seksi Kedaruratan; 
2. Seksi Logistik. 

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, rnernbawahkan : 
1. Seksi Rehabilitasi; 
2. Seksi Rekonstruksi. 

f. Kelornpok Jabatan Fungsional. 
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Bagian Kedua 
Rincian Tugas Unit 

Paragraf 1 
Kepala Pelaksana 

Pasa13 

(1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin, mengatur, 
membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok 
BPBD secara terencana, terpadu dan meny lu ruh dalam 
penyelengga raan penanggulangan bencana meliputi tahap pra­
bencana, aat tanggap darurat dan pasca bencana se urusan 
ke ekre ariatan BPBD. 

(2) R cian tugas Kepala Pelaksana : 
a . memimpin, mengawasi, mengendalikan d n 

mengkoordinasi a n pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana; 

b . me yelenggarakan perumu a pe oman dan kebijakan tekni 
dalam pembinaan dan penanggulangan benc na; 

c. menyelenggarakan pen perencanaan rogram 
penanggulangan bencana; 

d. menyelenggarakan penyusun an bahan peneta pan standaris si 
d kebutuhan d a lam penyelenggaraan penanggul an 
be cana; 

e . me leng akan e ~ bina , pen wasa teknis, penyu u an 
an penetapan osedur tap nang n bencana; 

f. m en elenggarak penyusun ,peneta an dan . nfor asi peta 

g. 
h . menyelanggarakan lap ran 

el ngg ra 
1. enyelenggarak pengumpula dan 

p n d istribu i u 
J. mem pertano ngjaw bk n peng naan anggaran yang 

. terim a alam penyelengg aan penaggula gan bencan 
k. m enyelengga rakan bimbingan pelaksanaa n kesekreta ri tan; 
1. me yel ng ar an k Sl an in tansi terkai . 

P graf 2 
Se retariat 

Pasa14 

(1) Sekretariat mempunyai tuga s menyelenggarakan pelayanan 
administrasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi penyusunan 
program, pengelolaan keuangan, administrasi umum, rumah 
tangga dan perlengkapan serta kepegawaian. 
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(2) Rincian tugas Sekretariat : 
a. menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan 

kesekretariatan; 
b. menyelenggarakan perumusan dalam penyusunan program 

kerja BPBD; 
c. menyelenggarakan pelayanan administrasi di lingkungan 

BPBD; 
d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan; 
e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
f. menyelenggarakan penyusunan anggaran BPBD; 
g. menyelen ggara kan penge10laan kegiatan umu m me1iputi 

rumah tan gga dan perlengkapan; 
h. menye1enggarakan koordinasi dengan Bida ng dalam 

penyusunan anggaran; 
1. m enyelenggarakan pembinaan 1embagaan an 

ketatalaksanaan di lingkungan BPBD; 
J. menyelenggarakan penYIapa n bahan rancangan d n 

pendokumentasia perun ang-undangan, penge101aan 
perpustakaan ; 

k. menyelenggarakan pengelol 1. dan pembinaan naskah di a 
dan kearsipan; 

1. menyelenggarakan pe1ayana n administrasi kepada sel ruh 
pegawai di lingkungan BPB untuk menunjang kelancaran 
tug s-tu as dinas; 

m . me yelen ggarakan e yusu an la poran pelak anaan tuga ; 
n . m enyelenggaraka koo III . d ngan unit kerja t k ·t di 

ling gan B D. 

emba ahkan: 

c . dan Kep g waIan. 

P a l 

(1) Sub Ba g·an Program me p ny i tugas me yusun dan 
men h im u n ren cana kegiatan penyelenggaraan pen anggulangan 
bencana m 1· puti encegahan an kesiap iagaan , kedaruratan 
dan logisti , eh i itasi d 01 tr ks · sebagai b an program 
BPBD. 

(2) Rincian tugas S Bag·an Program: 
a. melaksanakan pe v sun rencana k g·atan Sub Bagian 

Program; 
b. melaksanakan pengumpul n ata dari masing-masing bidang 

sebagai bahan penyusunan p rogram kerja BPBD; 
c. melaksanakan identifikasi, analisis dan penyusunan konsep 

laporan kegiatan BPBD; 
d . melaksanakan identifikasi, analisis pengkajian dan 

penyusunan program serta penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD; 
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e. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis dan 
laporan BPBD; 

f. melaksanakan penyusunan perencanaan dan anggaran 
pembangunan dan belanja BPBD serta laporan kegiatan 
tahunan; 

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas 
Sub Bagian Program; 

h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 

Pasal6 

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyta an bahan 
penyusuna n anggaran, penatausahaan keuangan dan 
penyusu nan bahan poran pe ta g n gj w ban keuangan. 

(2) Ri cian tugas Sub Bagian Keuangan : 
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian 

Keuangan; 
melaksa nakan penyusunan k nsep rencana anggaran BPBD 
seba gai bahan usulan bai angg ran pendapatan maupu 

elanja; 
c . melaksanakan penyusunan kebutuhan anggaran BP ; 
d . melaksanakan pengelolaan d inistrasi keuangan BPBD; 
e . melaksa akan penyiapan a an pertanggungjawa b n 

anggaran pendapat n dan belanja PBD; 
f. me aksa akan pr ses tan i da pelapora n k u angan 

. PB 
g. engelo a a . stem forma' m aJ em en 

keuanga n; 
h . melak ana an evaluasi dan pe aporan hasi e aksanaan tu gas 

Ba' Ke ang 
1. melaksanakan oordinasi d n an unit kerja terkait. 

P al 

(1) Sub Ba gian Umum dan Kepegawaian em p n aI tugas 
melaks n kan pengelolaan etatausahaan, per latan, 
perle gk pan, a sse , dan urusan rumah tangga er a pengelolaan 
admini trasi k epeg wa ian . r g n g n BPBD. 

(2) Rincian tug s Sub Ba ian Urn m da Ke gawalan: 
a. melaksanakan pe yusunal rencana keg'a an Sub Bagian 

Umum dan Kepeg aian; 
b. melaksanakan pengelo a pera a an, perlengkapan dan asset; 
c. melaksanakan pengelolaan etatausahaan BPBD; 
d. melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan keprotokolan ; 
e. melaksanakan pengembangan fungsi kelembagaan, 

ketatalaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di 
lingkungan BPBD; 

f. Melaksanakan penyampaian informasi dalam menggunakan 
tata naskah dinas, penataan kearsipan dan dokumentasi, serta 
perpustakaan di lingkungan BPBD; 
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g. me1aksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan serta 
peme1iharaan data kepegawaian di lingkungan BPBD; 

h. me1aksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan 
prasarana perlengkapan di lingkungan BPBD; 

i. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, 
pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta usulan 
penghapusan perlengkapan BPBD; 

j. me1aksanakan penyiapan bahan penge101aan administrasi 
perlengkapan dan perbekalan; 

k. me1aksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

I. melaksana kan koordinasi dengan unit kerja terka it. 

Par graf 
B 'dang enc ga an an es ', p lagaa 

Pasal8 

(1) Bidang Pencegahan dan esiapsiagaan mempunym tugas 
m e1ak anakan perencanaan, p cega an dan kesiapsiagaan p da 
tahap pra bencana dalam penanggulangan benc n a. 

(2) Rincian tugas Bidang Pencegaha n dan Kesiapsiagaan : 
me yele ggarakan penyusu n an rencana kegia tan Bidang 
Pencega an dan Kesi psiaga a ; 
m enye1e ggarak inv t . as' , ide tifikasi, n a SIS dan 
penge10laan data penc gahan benca a; 

c . m enyelen garakan pemb' a an, enyu h an, pe gawasa an 
pengend ian ser a pence pen ang langan enca a; 
menyelenggarakan penyusu n an bahan embinaan eknis 

gaha an pel e ana; 
menye enggara an penyusun a n pedoman persyar r t n sta dar 

s pa ggulang al 

f. eny lengg ' pemb' a a n is per yara .an a al 'sis, 
p n gurang resiko e I C a , pe eg an encana a ta ruang 
an d iklat penanggul ng n be ca a ; 

g. eny enggarakan pemant U' ,evaluasi dan pel poran hasil 
pe1a ksanaan tu gas Bidang e cegahan d n Kesia psiagaan; 

h. menyeleng arak n . n an u ni ker'a terka it . 

(3) Bidang Pen gahan an Kesi' . lag an, m mbawahkan: 
a. Seksi Pencega h an; 
b. Seksi Kesiapsiaga 

Pa al g 

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, 
pencegahan, penyuluhan, pengolahan, identifikasi dan analisis 
resiko bencana. 
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(2) Rincian tugas Seksi Pencegahan : 
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan; 
b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan 

analisis serta identifikasi data daerah rawan bencana, 
ancaman bencana, resiko dan dampak bencana; 

c. melaksanakan penyusunan bahan persyaratan standar teknis 
penanggulangan bencana; 

d. melaksanakan perencanaan pencegahan bencana melalui 
pengenalan, pengkajian ancaman bencana, pemahaman 
tentang kerentanan masyarakat dan pilihan tindakan 
pengurangan resiko bencana serta pemba gian tugas, 
kewen angan dan sumber daya yang tersedia; 

e. m elaksanakan bimbingan, pendidikan dan pe tih yang 
berkaitan dengan penanggulang n be ca a; 

f. melaksanakan osialisasi dan penyul ha pengenal n an 
pemantauan resiko bencana, partisipasi penangulanga 
bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkat n 
komitmen dan p enerapan upaya fisik, non fisik da 
pengat ran penanggulang bencana; 

g. melaksanakan identifikasi dan engenalan secara p s 
terhadap sumber bahaya atau anacaman be cana; 

h. melaksanakan pengawas n terhadap penguasa n d n 
pengelolaan sumber daya ala serta pemantauan penggu a a n 
teknologi yang dapat berpoten i menjadi sumb r ancaman 
atau bahaya benc a ; 

1. me aksanakan pe gelola a"a r ang an lingku gan hidu ;; 
J . mel sanakan pen tan et' an sosia m asyarakat; 
k. m elaksa akan emanat an, valuasi dan e aporan h sil 

pe a san an tug s e s i ence h a n; 
1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 

Pasal lO 

(1) Sek i Kesiapsiag a m m p ny i t g s e aksan kan 
pe yelenggara penang la an be cana dalam situasi t r apat 
pot n si te jadi encana meli uti ke ia psiagaan, perin ga a n dini 
dan mitig s i en ana. 

(2) Rincian tugas Se 
a. melak an 

Kesiapsi aan; 

i Kesi aa : 
penyiapan bahan rencana Seksi 

b. melaksanaka pe yusunan ata akura , informasi, dan 
pemutakhiran pros dur t tap tanggap darurat bencana; 

c. melaksanakan penyu n a n dan UJI cob a rencana 
penanggulangan kedaruratan encana; 

d. melaksanakan pengorganisasian, pemasangan dan penguJlan 
sistem peringatan dini; 

e. melaksanakan penyediaan dan penyiapan barang pasokan 
pemenuhan kebutuhan dasar; 

f. melaksanakan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan 
peralatan untuk pemenihan pemulihan saran a dan prasarana; 
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g. melaksanakan pengorganisasian, penyuluhan, pelatih an da n 
gladi tentang mekanisme tanggap darurat; 

h . melaksanakan penyiapan lokasi evakuasi; 
1. melaksanakan pengamatan dan analisis hasil pengamatan 

gejala bencana; 
J. melaksanakan penyusunan bahan pengambilan keputusan, 

penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan 
pengambilan tindakan oleh masyarakat; 

k. melaksanakan koordinasi penataan ruang, pengaturan 
pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; 

l. melaksanaka n penyuluhan, pendidikan dan pelatihan baik 
secara konvensional maupun modern 

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pela sanaan tu ga Sek si K s i ~ . agaan; 

n . m elaksanakan koordiI a s ' eng n u it ke j a te kait. 

Paragr f 4 
Bidang Kedarur tan dan Logistik 

Pas 1 11 

(1 ) Bidang Kedaruratan dan Logi ti mempunyai tugas me yia kan 
bahan perumusan kebijakan teknis dan mengkoordinasik 

enyelenggaraan kegiatan pen n ggulangan b encan a me ' p ti 
engkaj ian , penentu statu a rurat bencana, penyelam a tan 
an evakua si, pem enuh k bu u ha dasar, per ' dun a n 

terhad kelo ren n d pemul' an p ana dan arana 
vit l. 

(2) 1 ida g Kedaruratan dan Logisti 
a an nc n a kerja id g 

atan dan Logistik; 
b . ye ggara a p pu el gola , penyu u an 

dan penganalisaan serta iden ti i a 1 data yang berk' itan 
d n gan bencana; 

c. men ye ngg rakan penyusu n n bahan kebija an tek is di 
bidang pe a n ggulangan bencana; 

d. m ny 1 gga rakan pengkajian secara ce at d n -ep t rhadap 
loka i, e sa an dan er , 

e . meny enggar k an P 'm u san kebi ' kan pen entuan status 
keadaan aru at encana; 

f. menyelengga r kan pencarian an pe Lyela a tan, pertolongan 
darurat dan evakua i kor ani asyara a t terkena bencana; 

g. menyelenggarakan pem uha n kebutuhan dasar; 
h. menyelenggarakan pembe an perlindungan terhadap 

kelompok rentan 
1. menyelenggarakan pemulihan dengan segera prasarana dan 

sarana vital; 
J. menyelenggarakan pengerahan sumber daya manusia, 

peralatan dan logistik; 
k. menyelenggarakan pengadaan barangl jasa dan pengelolaan 

serta pertangungjawaban uang danl atau barang; 



, , 

11 

l. menyelenggarakan komando untuk memerintahkan sektor / 
lembaga; 

m. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
penanggulangan bencana; 

n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait 

(3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan : 
a. Seksi Kedaruratan; 
b. Seksi Logistik. 

Pasal 12 

(1) Seksi edaruratan mempunyai tugas melaksanakan pe golahan 
data , pengerahan su m e day dan peralatan, em lihan 
p rasarana dan sarana vita l, p ny 1 a ta n dan evakuasi ko ban. 

(2) Rincian tugas Seksi Kedaruratan : 
a. melaksanaka enyrapan bahan rencana kegiatan Sek i 

Kedarurata ; 
b . melaksanakan pencatatan, pe gumpulan, pengolahan , 

enyusunan, analisis d n identifikasi data mengen a l 
penanggulangan bencana; 

c . melaksanakan penyusuna bahan perumusan 
kebijakan teknis pen ggul n an bencana; 
melaksa akan penyusunan bah n penetapa sta , s keadaan 
d rat encana; 

e . mela sanaka ajia ecara c pat an tep t er ada c p n 
10 asi be cana, r sarana dan sarana, jum la h 
ko ban, ganggu g fung · elaya urn dan peme ·ntahan 
serta emamp an sumber daya; 

f. sanaka pe aya m an la an 
perala tan unt k penanggulan an bencana ; 

g. I aksan n pe g n b gj j a ses ru dengan 
perat an perun anO"-u nd g 

h. m elaksanakan pe ba i an dan ta u ke 
e gan seger terhad p pra saran dan sara , a vit ; 

1. el k ana a n koman 0 u n k memerintahkan sektor / 
Ie baga; 

J. mel ksan aka p ncar dan 
k. melaksan an perto gan d arurat; 
1. melaksanakan evaku a . kor a 
m. melaksanak koo dinasi dengan unit erja terkait. 

Pasa 1 

(1) Seksi Logistik mempunyai tuga melaksanakan penyiapan bahan 
pengelolaan data pengungsi, penempatan lokasi, pelayanan 
pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan tempat 
penampunganj hunian serta keperluan 10gistik. 
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(2) Rincian tugas Seksi Logistik : 
a . melaksanakan penYIapan bahan rencana kegiatan Seksi 

Logistik; 
b . melaksanakan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, 

penyusunan, analisis dan identifikasi data pengungsl, 
penempatan lokasi yang aman; 

c . melaksanakan penyiapan bahan perumusan penetapan 
kebijakan teknis logistik dalam penanggulangan bencana; 

d. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar 
meliputi sandang, pangan dan kebutuhan air bersih serta 
sanitasi; 

e. melaksanakan pelayanan kesehatan dan psikos sial; 
f. m elaksanakan penyediaan penampungan dan tempat u nian; 
g. m elaksanakan p yedian log· ·k dan pera latan lainnya; 
h . m elaksanakan pe geraha n og·sf k ; 
1. melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan 

atau barang; 
J. melaksanakan pengadaan arang/ Jasa seSUaI dengan 

peraturan perundang-un ga n; 
k. melaksanakan komando ntuk memerintahkan sekt r / 

embaga; 
1. melaksanakan pemantau , evaluasi dan pelapor 

pelaksanaan tugas Seksi Logistik; 
m . melaksan akan koord i asi den gan u nit kerja terkait 

rag af 5 
Bi ang Re bilita i an Re ons k 1 

sal 14 

(1) Bidang Re a . ·tr si ek 
enyiapkan bahan peru u an 

m eng oor a an p len g 
rekonst si pa ca bencana . 

(2) Rincia n tugas Bidang Rehabi itas i da 
a. m enye. enggarakan penyusunan 

Re a bilita si da n Rekonstru si; 

tru SI memp nya 
kebijakan te 

re b · ·ta . 

Rekonst k si: 
rencana kerja 

IS 

h a il 

tu gas 
dan 
dan 

idang 

b. menyelenggarakan p p lan, 
dan alisis er a identifikas · 

pengol han, pe yusunan 
data re a bi itasi dan 

rekonstr k si; 
c . menyelengga rakan enyusunan baha perumusan penetapan 

kebijakan teknis e a bilit si da reko s uksi; 
d. menyelenggarakan p nyus n an bahan koordinasi 

penyelenggaraan rehabilitas · dan rekonstruksi; 
e. menyelenggarakan rehabili a si lingkungan, prasarana dan 

sarana umum; 
f. menyelenggarakan pemberian bantuan perbaikan rumah 

masyarakat; 
g. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pemulihan sosial 

psikologis; 
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h. menyelenggarakan rekonsiliasi dan resolusi konflik; 
1. menyelenggarakan pemulihan keamanan, ketertiban, sosial, 

ekonomi dan budaya; 
J. menyelenggarakan pemulihan fungsi-fungsi pelayanan publik 

dan pemerintahan; 
k. menyelenggarakan komando untuk memerintahkan sektor / 

lembaga; 
1. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 
m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 

(3) Bidang Reha ilitasi dan ekonstruksi, membawah an : 
a. Se i Rehabilitasi; 
b. eks · Reko st ruksi. 

Pasal15 

(1 Seksi Rehabilit si mempunyai tugas melaksanakan rehabilita i 
pasca ben cana meliputi per ikan lingkungan daerah bencan a, 

rasarana dan sarana umu , pe u lihan fungsi pelayanan 
p lik dan pemerintahan, pem ulihan ketentra man, ketertiban, 
sosial, ekonomi, budaya dan pel yanan kesehatan. 

(2) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi : 
a. melaksanakan penyiapan bah n renc a kerja ek si 

b. me san an pe mpu lan, ngo ahan, penyus n a n, 
analisis a n ide tifikasi a ta e abilita .; 

c. elaksanakan penyus n baha n erumus p etapan 
kebij kan te is di bidang re abilitasi ben cana; 

d. ak a ak n ve ·fi · . da a pe er·m a bant an 

e . be c na, 

f. er an bantu a n perb ika rmah 
m asya akat ; 

g. e a sanak pemulihan eamanan dan ketertiban; 
h. m el akan emulihan, 0 ial, ekono i dan bud ya; 
1. me aksan elay ke hand pemu lihan so sial 

psikol gis ; 
J. melaksanaka rekon ilia i dru re 0 u i ko flik; 
k. melaksanakan k man 0 untuk emen tahkan sektor / 

lembaga; 
1. melaksanakan peman auan, e aluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas Seksi eh bilitasi; 
m . melaksanakan koordinasi d ngan unit kerja terkait. 
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Pasal16 

(1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan rekonstruksi 
pasca bencana me lip uti pembangunan kembali prasarana dan 
sarana dan peningkatan kondisi dan fungsi pelayanan publik, 
sosial, ekonomi dan budaya. 

(2) Rincian tugas Seksi Rekonstruksi : 
a. melaksanakan penympan bahan rencana kerja Seksi 

Rekonstruksi; 
b. melaksa akan pengumpulan, pengolahan, inventarisasi, 

idenf fikasi, verifikasi dan validasi data rekonstruksi; 
c. me aksa nakan penyusunan bahan perumusan pen etapan 

kebijakan tekn is rekon struksi be ca a alam; 
d . m elaksanakan p m bangunaI kembal" prasarana dan sarana ; 
e. melaksanakan pembangunan kembali sarana O Sl 

masyarakat; 
f. melaksanakan embangki an kembali kehidupan sosial 

budaya masyarakat; 
g. melaksanakan penerapan r ncang ban gun yang tepat a 

penggunaan peralatan yang Ie ih baik dan ta a n bencana; 
h. melaksanakan partisipasi dan peran serta lem ga d n 

organisasi kemasyarakat, d n ia usaha, dan masyarakat; 
1. melaksa akan pe in gkatan k n isi social, ekonomi dan 

budaya; 
J . m e aksanakan peningk ta fu gsi pelayanan pu lik an 

peni gkatan e aya ut a ala masyarakat; 
m elaksanakan emanta an, e -aluasi dan pe aporan h sil 

ela ksan an tug Se s i Rekons ruksi; 
1. melak a nakan koordinasi den an unit kerj terkait. 

Paragraf 6 
K 10 . p a t g . n I 

Pasal 17 

Kelomp k J batan Fungsional se a ga imana dim <sud d al Pasal2 
huruf er t r n Bupati 1 1, rincian tu g n a di - tapkan 
berdasarka n era turan Pe ang- d ngan ya ng berlaku. 

AB III 
K TEN A UTUP 

asal 18 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan 
diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri kecuali yang 
menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh 
Kepala BPBD. 
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Pasa119 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka apabila terdapat 
ketentuan dan peraturan mengatur hal yang sama, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa120 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen gundangan 
Peraturan upa i ini dengan penempatannya dalam Ber ·ta Daerah 
Kabupat Ta sikmalaya. 

Di n angkan i Tasikmala a 
pa a ta ggal 24 F ebrua r i 201 2 

... EK ETAR 
KABUPATE 

NI 

DA H 
ASIKM LA A 

Di tapkan di Ta ikmalay 
pada tanggal 24 F ebruar i 2012 

f BUPATI TASIKMALAYAI 

UU.RUZHANULULU~ 

BERITA DAE KABUPATEN SI ALAYA 
TAHUN 201 2 NOMOR 13 
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